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PERATURAN DI\ERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

(KORPRI) KOTA PALEMBANG 

DE NGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayal (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagai pelaksanaan peraluran perundang-undangan dan tugas 
pemerintahan umum lalnnya. pemerintah daerah dapat 
membentuk lembaga lain sebagai bagian dari pe~ngkat daerah. 

b. bahwa dalam rangka 6ptimalisasi pelaksanaan tugas pemberian 
dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap, Korps 
Pegawal Republlk Indonesia (KORPRI), pertu membentuk 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai R~publlk Indonesia 
(KOR.PR!) Kola Palembang. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan h\,lruf b, perlu menetapkan Peraluran Daerah tentang 
Pembenlukan, Organisasi dan T.ita Kerja Sekretariat Dewan 
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota 
Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821 ); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawalan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undi:tng Nomor 43 Tahun 1099 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lcmbaran Negara RI Nomor 3890), 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-Undanga.n (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Noinor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tenlang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerinlahan Daerah (Lembar.an Negara RI Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 



MJ:metapkan 

5. Undan9-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanyan 
Keuangan Anlara Pemerintah P1,1sat dan Pemertntah Daerah 
(Lembaran Negara RI Tal1Un 2004 Norn.or 126, Tamt>ahan 
Lembaran Ne-gara Nomor 443e); 

6'. Peraturan Pemerint-ah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawaj Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rt Tahun 2004 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
4450); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintatian Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kola (Lembaran Negara 
RI T-ahun 2007 Nomor 82, Tai)1bahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

8, Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89, T-am~ahan Lembaran Negara RI N9mor 4741); 

9. Keputus,;1n Preside,, Rep_ublik tndone·sia Nom9r 8? Tah~m 19"71 
lentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 
tentang PE}ngesahan P1;1rubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai 
Rcpublik Indonesia; 

11 . Pera1uran Menteri 0alam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petlmjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17. Tahun 2009 lenlang 
Pedoman Organi~asl dan Tatak~rja Sekretariat Dewan Pengurus 
KO.RPS Pegawai Negen Sipil Republik Indonesia Provinsi dan 
Kabupaten/l<o\a. 

13. Peraruran Daerah Kota Palembang Nornor 6 Tahun 2008 Lentang 
Urusan Pemerlnlahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tal)Un 2008 Nomor 6). 

14. Peraturan Daera.h Kola Ralembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan. Susunan Organis.asi dan Tata l<erja Dinas Daerah 
Kola Palembang (lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nornor 9). 

15. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 200_8 lent:ang 
Pernbentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Oaerah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahu·n 2008 Nomor 10) . 

f6. Peraturan Da.erah No_mor 11 Tahun 2008 ler\lang 
Pembenlukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecarriatan dan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kpla Palembang Tahun 2008 
Nornor 11). 

Oengan Pers.elujuail Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PALEMBANG 

dan 

WAUKOTAPALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI 
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT D.EWAN PENGURUS KORPS 
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA 
PALEMBANG. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan : 

1. Dae(ah adalah Kola Palembang. 

2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kola Palembang. 

3. Walikota adalah.Walikota Palembang. 

4. Sekretarls Daerah.adalah Sekreiaris Daerah Kola Palernban·g. 
5 . De\van Pengurus KORPRI adalah Dewan PengunJs KORPRI Kata 

Palembang. 
6 . Sef<retarlat Dewan Peng1.1rus Korps Pegawai Republik 11"\donesia 

(KORPRI) adalah Sekrelariat Dewan Pengurus Korps Pe9awai 
Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang. 

7. Sekrelaris D.ewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia 
(KORPRI) Kota adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republlk Indonesia (KORPRI) Kola Palembang. 

8. Sub Ba_gian adalah Sub Bagian pada Sekrelariat Dewan 
Pengurus KORPRI Kofa Palembang. 

9. Korps Pega,vai Republik lndones_ia yc1ng selaniutnya dislngkat 
KORPRI ad.alah .wadah unluk rnenghirripun seluruh Pegawai 
Republik Indonesia d~ml menlngkatkan perjuangan pengabqian 
serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Barigsa d;ilarn 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
UUD 194c5 yang berslf'!ll demokralis. mandlrl, lieba~. profeslsmal, 
netral, produktif dan bertanggung jawab. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasa12 

Dengan Peraturan Daerah ini, dibenh.Jk Sekretarlat Uewan Pengurus 
KORPRI Kota Palembar19. 

BAB 111 

KEOUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesalu 
Kedudukan 

Passi 3 

(1) Sekcetariat Dewan Pengurus KORPRI Kola merupakan bagian 
dan Satuari Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis 
operasional bertanggung Jawab kepada _Dewan penguru.s 
KORPRI Kola dan secara leknis administrasi bertanggung Jawab 
kepada Wallkota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) S.ekrelariat Dewan Pengurus KORPRI Kola dipimpin oleh seorang 
Sekretaris. 

:; 
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Bagian Kedua 
Tugas dan fungsl 

Pasal 4 

Sekretarial Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyal tugas 
melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada 
Pengurus KORPRI Kota dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam 
lingkungan Sekrelariat Dewan Pengurus KORPRI Kota. • 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebaga!mana dimaksud dalam 
Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kola Palembang 
mempunyai fungsl : 
a . Penyelenggaraan pengelolaan adminislrasi umum dan kerjasama. 
b. Penyelenggaraan kegiatan pemblnaan Olah Raga, Senl, Budaya, 

Mental dan Rohani. 
c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum dan soslal. 
d. Pengkoordinasian dan fasililasi pemberian penyelenggaraan 

Sekretarialc111 Dewan Pengurus l<ORPRI Kota . 
e . Pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oleh Sekrelaris Daerah 

dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kola. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 
Kola, terdiri dari : 
a. Sekretariat. 
b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama. 
c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani 
d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Scsial. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 
Kola adalah sebagaimana tercanlum pada Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

Bagian Kesalu 
Sub Bagian Umum dan Kerjasama 

Pasal 7 

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai lugas melaksanakan 
penyelenggaraan adminislrasi umum, kepegawalan, keuangan dan 
kerjasama dengan lnstansi pemerlntah maupun pll,ak ketiga. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Passi 7 
Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan adminlslrasl umum, surat rrenyurat, lata usaha 

dan kepegawalan. 
b. Penyusunan program anggarc3n dan kegialan KORPRI di 

lingkungan Pemerintah Kola. 
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c. Penyclcnggoroon kcrjasarna deng.in instansi Penie.rir\tah maupun 
plhak ketlga. 

d. Penyusunan lapo-ran dan evaluasi. 
e. Pelaksanaan _tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan 

Pengurus KORPRI Kola. 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 

Pasal 9 

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rolianl 
rnempunyai tugas melaksa11akan koordfnasi kcgiatan Olah Raga, 
Seni dan Budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 9, Sub ·sagian Olah Rc\98, Senl. Bu~aya. Mental dan Rohani 
mempunyai rungsj : 
a. Ponyelanggaraan dan pengembangan olahraga. 
b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengemban·gan seni dan 

budaya. 
c. Pelaksanaan pembinaan mental dan rnhani. 
d. Penyusunan laporan dan evaluasi. 
e. Pelaksanaan . lugas· lain yang dlberikan oleh Sekretaris De~n 

Pengurus KORPRI Kola. 

Bagian Keliga 
Sub Bagian Wsaha, Bantuan Hukum dan Sosial 

Pasal 11 

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas 
merwusun kebijakan dan program k.egialan usaha, meningkatkan 
kesejahler.ian anggota serta memberikan bantuan hukum dan so.sial. 

PasaJ 12 

Unluk r:netaksanaka11 µ.igas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, Sub Baglan Usaha, Bantuan H1Jkum dan Sosial 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksa:naan penyusunan kebijakan dan program keglatan 

kewirausahaan. 
b. Pelaksanaan peningkalan kes~jahleraan.anggota. 
c. Pelak:sanaan kebfjakan pemb.erlan bantuan kepada anggola yang 

dalam keadaan sakit, kematian, bencana a.lam dan musibah 
lainnya. 

d. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap 
permasalahan kedinasan. 

e. Penyusunan laporan d~n evaluasi. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan 

Pengurus KORPRI Kola. 
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BABV 

KEPEGAWAIAN DAN ESELON 

Baglan Kesatu 
Kepegawaian 

Pasal ~3 

Pengangkatan dan pemberhentiari Pega~i Negefi Sipil d;:tlam dan 
dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus 
l(ORPRI Kola ditetapkan 01e11 Walikota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ll:erlaku. 

Bagian Kedua 
Eselon 

Pasal 14 

(1 ). Sekretaris Dewan Pengurus KOR PR I Kota merupakan jabatan 
struklural eselon 111.b 

(2) , Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b 

BABVI 

TATAKERJA 

Pasal 15 

Dalam melaksanakah tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI 
Kota bertanggung jawab kepada Walikota dan se.cara leknis 
adminislra~i mengikutl petunjuk dan dlbina oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 16 

(1). Dalam melaRsanakan tugasnya Sekrelaris Dewan Pengurus 
KORPRI Kata dan para kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip 
koordinasi. integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam 
llngkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kola maupun 
dalam hubungan·dengan in1>tansi lain. 

(2). Sellap plmplnan satuan organJsasl dillngkungan Sekretariat 
Dewan Pengun1s KORPRI Kota wajib menerapkan slstem 
pengendalian intern dilingkungan masing-masing dan 
bertanggung jawab memimpin dan ·mengkoordina·s1kan bawahan 
masing-niasing serta memberikan pengarahan, bimbingan dan 
petunjuk-petunjul< bagi pel;,iksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 17 

Setiap pimpinan satuan organisa.si wajib mengikuti dan memat1.1hl 
petunjuk-petunuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala . . lepat 
pada waktunya. 

Pasal 1'8 

0alam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota berhalangan 
lugas, maka tugasnya dilakqkan olen salah s1=orang Kepala .Sub 
Bagian yang ditunjuk oleh Watikota dengan memperhatikan 
kemampuan dan senloritas dala.m daftar urut kepangkatan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Pada saal Peratllran Daei'ah ini rnulai berlaku, maka Peraturan 
Walikola Palembang Nomor 18 Tahun 2009 lenlang 'perribentukan, 
Susunan Orminisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 
Kola Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Palembang 
(Berila Daerah Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal20 

HaJ-h·at yang secara leknis belum cukup diatur dalam Peraluran 
Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diletapkan 
lebih lanjul oleh Wallkola, 

Pasal21 

Pera tu ran Daerah ini mu)ai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar ~etlap orang mengetahuinya, memerintahi<.an pengundangan 
Peraturan Daerah lni. dengan penempalannya dalam Leinbaran 
Daerah Kola Palembang_ 

Dilelapkan di Palembang 
pada tanggal f, '.)ut,i 2010 

PALEMBANG, 

NAPUTRA 
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BAGAN SUSUNAN ORGAN!SASI SEKRITARfAT DEWAN 
PENGURUS KO!zyRl KOTA PALEMBANG. 

• 
I 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN KERJASAMA 

01w.1t'11;111knn di Potombono 
.. ~ .. _ .. , c- , - 20l0 

~ 5 OA t:'AAH 
~EMa ... ,~G 

• ------
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I 
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LAMPIRAN P.ERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN 
OLAH RAGA, 6ENI, 

BUDAYA, MENTAL DI.IN ROHAN! 

NOMDR : 3 
1 

TAHUN 2010 
TANGGAL : b juU 2010 
TENTANG ; PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA ScKRETARIAT 

DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLfK INDOl,ESIA 
(KORPRI)· KOTA PALEMS.tiNG. 

SUB BAGIAN 
USAHA. BANTlJAN HUKUM.DAN SOSIAL 

WMLI ~ PALEMBANG ....--r---.:,,Q~ • I 

-~ ----::'~ ~ t-,ITANA PUTRA 

".!'~ 


